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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124, Pasal
128, Pasal 132, dan Pasal 567 Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum mengenai Pembentukan, Pemberhentian, dan
Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
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Mengingat

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian,
dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN  UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
(1) Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan
penjaringan dan penyaringan terhadap calon
Anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) daerah provinsi
atau lebih.
(2) Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Ketua Bawaslu paling lama 15

(lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan
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(3)

(4)

sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama
3 (tiga) bulan.

Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi
dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas

calon Anggota Bawaslu Provinsi dari Tim Seleksi.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk
mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk membentuk Tim Seleksi calon Anggota
Bawaslu  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan
penjaringan dan penyaringan terhadap calon
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau
lebih daerah Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.
Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu
paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan
kegiatan seleksi dimulai.

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama
3 (tiga) bulan.

Pemilihan dan  penetapan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya
berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari

Tim Seleksi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26

berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)
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Pasal 26
Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon
Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di media setempat.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari
kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon
Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota dimulai.

Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 28

Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal

calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak

dibukanya pendaftaran.

Penyampaian berkas persyaratan bakal calon

Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau

melalui pos.

Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. surat Pendaftaran/lamaran;

b. fotokopi kartu tanda penduduk;

c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah
disahkan/dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang
dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah
sakit pemerintah termasuk puskesmas, dan

disertai surat keterangan bebas narkoba; dan



